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ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri
khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi
kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta
kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu
diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang
mendahuluinya. Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan tindak pidana
pencucian uang, bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana pencucian uang
dalam kasus kejahatan narkotika, bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim
mengembalikan asset terdakwa dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 250
K/Pid.Sus/2018.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif analisis yang
mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan
dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan
pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara
Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2010. Murtala Ilyas Bin llyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga) bulan.
Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa karena barang bukti
diperoleh dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu
kurun waktu sebelum tempus delicti tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka
barang bukti haruslah dikembalikan kepada terdakwa Murtala Ilyas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Narkotika.
ABSTRACT

The crime of money laundering as a crime has a distinctive feature,
namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. The crime of
money laundering does not stand alone because the assets placed, transferred, or
transferred by means of integration are obtained from a criminal act, meaning
that there has been another criminal act that preceded it.
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The formulation of the problem in this is how to regulate the crime of
money laundering, how to apply the law of money laundering in narcotics crime
cases, how the legal basis for judges to return the assets of the defendant in the
Supreme Court decision Number 250 K / Pid.Sus / 2018. The research method
used is descriptive analysis which leads to normative juridical legal research,
namely research carried out by referring to legal norms, namely examining
library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from
primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal
materials.The results showed that the regulation of money laundering in case
Number 250 K / Pid.Sus / 2018 is regulated in Article 3 of Law Number 8 of 2010.
Murtala llyas Bin Ilyas was legally and convincingly proven guilty of committing
the crime of money laundering and imposing a crime. to the defendant with
imprisonment for 8 (eight) years and a fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion
rupiah) provided that if the fine is not paid, then it is replaced by imprisonment
for (three) months. The legal consideration of the judge returning the defendant's
assets was because the evidence was obtained between 2002 and 2006, namely
the period before the tempus delicti of 2009 to 2016, so the evidence had to be
returned to the defendant Murtala Ilyas.

Keywords: Law enforcement, Money Laundering, Narcotics.

A. Latar Belakang

Perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (selanjutnya disebut
Narkoba) di dunia dalam satu tahun mencapai lebih dari US$. 400 miliar atau
hampir setara dengan Rp. 4.000,- triliun. Berarti transaksi narkoba setiap hari
lebih dari Rp. 1 triliun. Globalisasi menjadikan perdagangan narkoba secara ilegal
semakin lancar karena pemeriksaan batas negara tidak dilakukan secara berkala
dan kurang efektif, dan setiap wilayah konflik banyak terjadi transaksi
perdagangan senjata yang ditukar dengan narkoba. Banyak negara yang
menjadikan narkoba sebagai pendapatan petani dan penduduk setempat, seperti
kokain di Amerika Selatan, opium di Afhanistan, dan wilayah pegunungan di Asia
Tengah serta negara-negara di wilayah segitiga emas.

Berdasarkan informasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), jalur
peredaran narkotika secara ilegal ke Indonesia itu berasal dari 3 (tiga) tempat yang
disebut Segitiga Emas (Golden Triangle) yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar,
negara-negara ini dideteksi memiliki ladang tanaman opium sejak zaman dulu.
pemasok opium lainnya yang terekam dari data BNN adalah Iran, Pakistan, dan
Afganistan yang produksinya mencapai 4.000 Ton (Empat Ribu Ton) per tahun.
Sementara di dalam negeri, ganja dari Aceh yang dikenal berkualitas yang paling
baik, banyak beredar, barang-barang ilegal itu akhirnya masuk ke Bali melalui
jalur darat hingga ke Lampung untuk dibawa ke Jakarta dan cukup bervariatif,
pelaku membawanya baikmelalui jalur darat (bus, kereta api), jalur laut melalui
yacht (kapal pesiar ukuran kecil) dan juga jalur udara.

Modus operandi penyebaran obat-obatan terlarang di Indonesia memang
banyak melalui kawasan wisata internasional. Bisnis kargo di kawasan wisata
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sering kali dimanfaatkan oleh jaringan kartel internasional. Para drug trafficker
yang berasal selain dari Indonesia memilih pulau Bali, untuk menghindari
ketatnya pengamanan di Laut Karibia, wilayah teluk Meksiko atau teluk Panama.
Para pengedar rela untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh hanya untuk
menghindari kawasan-kawasan yang memiliki tingkat pengawasan bea cukai yang
lebih ketat. Bali juga menjadi wilayah transit pengiriman narkoba dan Thailand
menuju Eropa karena ketatnya pengawasan di Eropa untuk barang impor asal
Thailand. Dampaknya adalah banyak pengedar internasional kelas kakap
tertangkap di Bali. Menurut data Kejaksaan Tinggi di Bali, pulau ini telah menjadi
surga bagi para drug trafficker. Sebagai contoh, gembong narkoba Kid Mikie,
seorang buronan Drug Enforcement Administration (DEA) AS atas kasus
penyelundupan obat terlarang di kawasan segitiga emas.

Hasil tindak pidana narkotika tersebut di atas, bagi pelaku kejahatan sudah
terang dan jelas ingin menikmati hasil kejahatannya, maka dari itu, dibutuhkan
suatu tindakan lagi untuk menyamarkan hasil kejahatannya, yaitu dengan
melakukan pencucian uang. Tujuan dari pencucian uang ini dilakukan adalah
untuk menyamarkan uang hasil tindak kejahatan menjadi uang bersih. Menurut
Andrew Haynes, mengatakan bahwa : “Alasan sederhana dari paradigma baru ini
adalah bahwa menghilangkan nafsu dan motivasi pelaku kejahatan untuk
melakukan kejahatan, dapat dilakukan dengan menghalanginya untuk menikmati
hasil atau buah dari kejahatannya”. Dengan demikian, lahirnya United Nations
Convention Against Illict Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances
1988 (Vienna Convention 1988), dipandang sebagai tonggak sejarah dan titik
puncak dari perhatian masyarakat internasional untuk menetapkan rezim hukum
internasional anti pencucian uang. Pada pokoknya, rezim ini dibentuk untuk
memerangi drug trafficking dan mendorong agar semua negara yang telah
meratifikasi segera melakukan kriminalisasi atas kegiatan pencucian uang.
Disamping itu, Vienna Convention 1988 juga berupaya untuk mengatur
infrastruktur yang mencakup persoalan hubungan internasional, penetapan norma-
norma, peraturan dan prosedur yang disepakati dalam rangka mengatur ketentuan
anti pencucian uang.

Pencucian uang atau dalam Bahasa Inggris disebut money laundering tidak
hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi
juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pencucian uang dilakukan adalah untuk menyamarkan
uang hasil tindak pidana.

Tindak pidana narkoba yang disamarkan adalah uang hasil penjualannya
agar dianggap halal dan legal. Narkoba yang diedarkan sudah jelas akan dijual
kepada pemakai, setelah dijual barulah uang yang didapat akan dibuat suatu usaha
atau apapun bentuknya untuk melegalkan uang tersebut, sehingga tersamarlah
uang hasil penjualan narkoba tadi, oleh sebab itulah disebut pencucian uang.

Kejahatan peredaran gelap narkoba sejak lama diyakini memiliki kaitan
erat dengan proses pencucian uang. Sejarah perkembangan tipologi pencucian
uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling
dominan dan kejahatan asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan
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kejahatan pencucian uang. Organized crime selalu menggunakan metode
pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan
hasil bisnis haram itu agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan
yang sah. Selanjutnya, uang hasil jual beli narkoba yang telah dicuci itu
digunakan lagi untuk melakukan kejahatan serupa atau mengembangkan
kejahatan-kejahatan baru.

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri
khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi
kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta
kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu
diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang
mendahuluinya (predicate crime). Tindak pidana asal di dalam tindak pidana
pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai Hasil
tindak pidana, adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana ada 26
macam.

Tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta
kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan yaitu bila
mengejar pelakunya lebih sulit dan berisiko. Dibandingkan dengan mengejar
pelaku maka akan lebih mudah dengan mengejar hasil dari kejahatan. Hasil
kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri. Bila hasil
kejahatan itu dikejar dan disita untuk negara dengan sendirinya akan mengurangi
kejahatan pencucian uang.

Latar belakang perbuatan pelaku peredaran gelap narkotika yang
mengalihkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil kejahatan melaui sistem
keuangan adalah memindahkan atau menjauhkan pelaku dari kejahatan yang
menghasilkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, memisahkan
proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa
adanya kecurigaan kepada pelaku, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan
untuk aksi kejahatan selanjutnya atau ke dalam bisnis yang sah. Penanggulangan
kejahatan peredaran gelap narkotika dengan memisahkan proceeds crime dari
kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan
tindak pidana narkotika sebagai core crime.

Harta kekayaan yang didapat dari kejahatan narkotika biasanya oleh
pelaku baik perseorangan maupun korporasi tidak dapat langsung digunakan
karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang.
Biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul harta kekayaan
tersebut dengan berbagai cara antara lain memasukkannya ke dalam sistim
keuangan (banking system), cara-cara Yyang ditempuh biasanya dengan
menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan
maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang
biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau money laundering.

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan.
Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem keuangan
atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil
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kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk

mengaburkan asal usul harta kekayaan.

Kejahatan pencucian uang (money laundering) belakangan ini semakin
mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya
dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara.
Gerakan ini disebabkan maraknya pencucian uang, padahal belum banyak negara
yang menyusun sistem hukum untuk memerangi atau menetapkannya sebagai
kejahatan. Pencucian uang pada dasarnya merupakan upaya memproses uang hasil
kejahatan dengan bisnis yang sah sehingga uang tersebut bersih atau tampak
sebagai uang halal. Dengan demikian asal-usul uang itu tertutupi.

Perkara pidana yang yang diputus Mahkamah Agung RI Nomor 250
K/Pid.Sus/2018 merupakan salah satu perkara yang menangani tindak pidana
yang terdakwanya menerima harta kekayaan yang diperoleh dari peredaran gelap
narkotika. Tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal
5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UU TPPU). Namun majelis
hakim dalam putusan tersebut tidak menggunakan ketentuan pasal dimaksud
melainkan dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 UU TPPU.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan antara tindak
pidana narkotika dengan pencucian uang yang penting untuk dikaji dan diteliti
karena terdapat beberapa persoalan menarik di dalamnya, seperti hubungan
pencucian uang dengan narkotika, modus operandi yang digunakan oleh pengedar
narkotika dalam menjalankan bisnisnya dan hambatan-hambatan penegak hukum
dalam memberantas tindak pidana pencucian uang dan pengedaran narkotika.
Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencucian uang terkait tindak pidana
narkotika ?

2. Bagaimana penanganan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tindak pidana pencucian uang dari
hasil tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor
250 K/PID.SUS/2018 ?

Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman
mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini
adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan
diterapkan oleh penegak hukum vyaitu hakim dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana pencucian uang
dan tindak pidana narkotika. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan
Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pid.Sus/2018.
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Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk
menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait
penerapan tindak pidana narkotika dalam dimensi pencucian uang di Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian
deskriptif analisis, dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan modus
operandi yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana
pencucian uang.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan
metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian normatif adalah
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem
norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah
dari peraturan perundangan-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta
doktrin (ajaran).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.
Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Penggunaan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dikarenakan
penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
Data sekunder pada penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 250
K/Pid.Sus/2018.

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena
dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya
dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode
pengumpulan data kepustakaan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data
sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan.
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-
undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer yaitu norma atau kaedah dasar, bahan hukum yang
mengikat seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Putusan
Mahkamah Agung RI No. 250 K/Pid.Sus/2018

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi
mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik
para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi. Bahan hukum sekunder terdiri
dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi
yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana
yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari
bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil
penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti
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kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah
yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat
atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan
objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah,
dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian
mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema
dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan
teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara
kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif,
sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil
analisa. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik
deskriptif, kontruksi hukum dan argumentasi yang selanjutnya dilakukan
penilaian berdasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yaitu
dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada kaitannya dengan
permasalahan.

B. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana
Narkotika

Pencucian uang atau yang dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut money
laundering, sudah merupakan fenomena dunia dan merupakan tantangan bagi
dunia internasional. Istilah demikian dikemukakan Philips Darwan dengan
mengatakan: Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak
lama. Pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak tahun
1920-an. Tahun 1980-an adalah masa perkembangan bisnis haram di berbagai
negara. Perdagangan narkotika dan obat bius misalnya, mampu menghasilkan
omset yang sangat besar. Dari sinilah muncul istilah narco dollar untuk menyebut
uang haram yang dihasilkan dari perdagangan narkotika.

Fenomena tersebut merupakan pemantik lahirnya istilah pencucian uang.
Istilah ini mulai digunakan di Amerika Serikat pada Tahun 1986, kemudian
digunakan secara internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) pada tahun 1988.

Menurut Billy Steel dalam Philips Darwan bahwa: Istilah pencucian uang
atau money laundering berasal dari Laundromats, nama sebuah tempat usaha
pencucian pakaian secara otomatis di Amerika Serikat. Perusahaan yang dimiliki
oleh kelompok mafia ini dipilih untuk menyamarkan uang haram menjadi uang
sah. Mafia memperoleh penghasilan besar dari bisnis pemerasan, prostitusi,
perjudian, dan penyeludupan minuman keras. Mereka kemudian membeli atau
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mendirikan perusahaan yang bergerak di bisnis halal untuk mengaburkan asal usul
uang hasil dari bisnis haram.

Istilah “money laundering” diterjemahkan dengan ‘“pencucian uang,”
terjemahan tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
(selanjutnya disebut UU TPPU). Melalui UU TPPU itu money laundering telah
dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh
korporasi.

Menurut Edi Setiadi dan Rena Yulia bahwa yang dimaksud dengan
pencucian uang adalah: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang
dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal
dari kejahatan, menyamarkan asal usul uang haram dari pemerintah atau otoritas
yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara
terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (financial system)
sehingga yang tersebut dapat dike luarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang
yang halal.

Money laundering telah menjadi bagian penting dalam kejahatan karena
pelaku kejahatan dapat menyembunyikan hasil kejahatan dalam suatu sistem yang
relatif sulit untuk ditemukan yang dikenal dengan istilah pencucian uang.
“Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari
tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan”.
Tindak pidana pencucian uang tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya kejahatan
lain (tindak pidana asal) terlebih dahulu. Tindak pidana asal dan tindak pidana
pencucian uang akan selalu berjalan berdampingan, saling membutuhkan dan
tidak saling terlepas satu sama lain.

Menurut Azis Syamsuddin mendefenisikan pencucian yang sebagai
berikut : Pencucian uang adalah sebuah kegiatan memproses uang yang secara
akal sehat dipercayai berasal dari tindak pidana, yang dialihkan, ditukarkan,
diganti atau disatukan dengan dana yang sah dengan tujuan utuk menutupi atau
mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, pergerakan, ataupun
kepemilikan dari proses tersebut. Tujuan dari proses pencucian uang adalah
membuat dana yang berasal dari tindak pidana atau diasosiasikan dengan kegiatan
yang tidak jelas menjadi sah.

Money laundering saat ini merupakan fenomena di dunia dan
permasalahan dunia internasional. Semua negara sepakat bahwa pencucian uang
merupakan suatu kejahatan serius yang harus ditangani secara serius pula dan
diberantas dengan melakukan kerjasama antarnegara.

Berdasarkan beberapa definisi dan penjelasan mengenai apa yang
dimaksudkan dengan money laundering adalah tindakan-tindakan yang bertujuan
untuk menyamarkan uang hasil tindak pidana sehingga seolah-olah dihasilkan
secara halal.

Menurut Azis Syamsuddin menyebutkan: Money laundering adalah
tindakan memproses sejumlah besar uang illegal hasil tindak pidana menjadi dana
yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum dengan mempergunakan
metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau tindak pidana pencucian uang
sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau
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menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak

pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal

dari kegiatan yang sah.

Kemajuan dan perkembangan teknologi yang telah tercapai memang telah
mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi di satu pihak telah
membawa banyak dampak positif bagi pembangunan, namun di lain pihak
kemajuan yang telah tercapai juga mengakibatkan munculnya berbagai masalah
dan akibat negatif yang merugikan. Kemajuan justru seringkali menjadi lahan
yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih
atau white collar crime. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
terutama di bidang komunikasi, permesinan, dan transportasi mempunyai dampak
pada modus operandi suatu kejahatan.

Tindak pidana dan kejahatan pada saat ini banyak yang sudah dipengaruhi
oleh perkembangan teknologi, sehingga semakin sukar pengungkapannya.
Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan harganya yang terjangkau
seringkali dipergunakan sebagai alat bantu melakukan kejahatan. Modus operandi
kejahatan seperti ini, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai
status sosial menengah ke atas dalam masyarakat, bersikap tenang, simpatik serta
terpelajar. “Mempergunakan kemampuan, kecerdasan, kedudukan serta
kekuasaannya, seorang pelaku tindak pidana dapat meraup dana yang sangat besar
untuk keperluan pribadi atau kelompoknya saja”.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dibedakan dalam
dua tindakan pidana pencucian uang:

1. Tindak pidana yang aktif, di mana sesorang dengan sengaja menempatkan,
mentransfer, menghibahkan, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri,
menukarkan uang-uang hasil tindakan pidana dengan tujuan mengaburkan atau
menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah menjadi
uang yang sah.

2. Pencucian uang yang pasif, yang dikenakan kepada setiap orang yang
menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran,
penerimaan hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang yang berasal dari
tindak pidana tersebut dengan tujuan yang sama yaitu menyembunyikan asal-
usulnya. Hal ini dianggap sama dengan pencucian uang. Dengan demikian,
secara hukum yang berlaku baik taraf nasional dan internasional tidak
dibenarkan hal ini dilakukan atau diperbuat oleh berbagai pihak.

Tujuan seseorang atau organisasi kejahatan melakukan pencucian uang
adalah supaya asal-usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau tidak dapat
dilacak oleh penegak hukum. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, ada 4 (empat)
faktor yang harus diperhatikan oleh para pencucinya yaitu:

1. Kepemilikan yang sebenarnya dan sumber yang sesungguhnya dari uang yang
dicuci itu harus disembunyikan. Tidak ada gunanya untuk melakukan
pencucian uang apabila setiap orang mengetahui siapa yang memiliki uang
tersebut apabila uang itu nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang
itu;
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2. Bentuk uang tersebut harus berubah. Dana yang berasal dari perdagangan
narkoba hampir dipastikan berupa uang tunai. Uang tunai ini harus dapat
diubah bentuknya menjadi alat pembayaran lain, misalnya berbentuk cek;

3. Jejak yang ditinggalkan oleh proses pencucian uang harus tersamar atau tidak
dapat diketahui (obscured). Tujuan dari pencucian uangakan sia-sia apabila
orang lain dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari permulaan
sampai akhir proses tersebut;

4. Pengawasan terus menerus harus dilakukan terhadap uang tersebut.Pada
akhirnya banyak orang yang muncul ketika uang itu sedang dicuci
mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang haram (dirty money) dan
apabila mereka dapat mengambil atau mencurinya, maka kecil sekali
kemungkinannya bagi pemilik uang itu untuk dapat mengambil tindakan
hukum terhadap perbuatan tersebut.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia lebih
menitik beratkan pada upaya penanggulangan dengan sarana “penal”. Kondisi
demikian merupakan langkah maju dibandingkan dengan kondisi sebelumnya
karena sebelum diundangkannya Undang-Undang tersebut belum ada aturan
secara khusus tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang
adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana
lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta
kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah
yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer, dan lain
sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana
pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan
tindak pidana asal atau predicate crime. Sedangkan tindak pidana pencucian uang
atas hasil tindak pidana asal (predicate crime) tersebut merupakan tindak pidana
ikutan (underlying crime).

Menurut Yunus Husein, dalam International Narcotics Control Strategy
Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh Bureau for International Narcotics and
Law Enforcement Affairs, United States Department of State, Indonesia
ditempatkan kembali ke dalam deretan major laundering countries di wilayah
Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada,
Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru,
Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.
Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang
lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika
internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka
yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap
Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi,
peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta
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Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan
melakukan pencucian uang.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa sanksi bagi pelaku
tindak pidana pencucian uang adalah cukup berat, yakni dimulai dari hukuman
penjara paling lama maksimum 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling
banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 cakupan tindak pidana
asal diperluas lagi menjadi 27 jenis, yang rinciannya hampir sama dengan rincian
yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003,
dengan penambahan tindak pidana kepabeanan dan tindak pidana cukai, serta
perubahan tindak pidana kelautan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2003 menjadi tindak pidana kelautan dan perikanan, dan penyebutan
tindak pidana perdagangan manusia pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2003 diubah menjadi tindak pidana perdagangan orang, sementara
tindak pidana penyelundupan barang yang semula terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, tidak terdapat lagi dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut.

Hasil tindak pidana pencucian uang menurut Pasal 2 Undang-Undang No.
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, menyebutkan bahwa: Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang
diperoleh dari tindak pidana:

1. Korupsi

2. Penyuapan

3. Narkotika

4. Psikotropika

5. Penyelundupan tenaga kerja
6. Penyelundupan migrant
7. Di bidang perbankan

8. Di bidang pasar modal
9. Di bidang perasuransian
10. Kepabeanan

11. Cukai

12. Perdagangan orang

13. Perdagangan senjata gelap
14. Terorisme

15. Penculikan

16. Pencurian

17. Penggelapan

18. Penipuan

19. Pemalsuan uang

20. Perjudian

21. Prostitusi

22. Di bidang perpajakan
23. Di bidang kehutanan
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24. Di bidang lingkungan hidup

25. Di bidang kelautan perikanan

26. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau
lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut
juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

C. Penanganan Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian
Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan suatu tindak pidana
lain yang terjadi sebelumnya. Tindak pidana sebelumnya ini menghasilkan harta
kekayaan yang disebut sebagai hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana inilah
yang kemudian disamarkan atau disembunyikan, ditempatkan, ditransfer dan lain
sebagainya itu, sehingga terjadi tindak pidana baru yang dinamakan tindak pidana
pencucian uang dimaksud. Tindak pidana yang terjadi sebelumnya itu dinamakan
tindak pidana asal atau predicate crime. Sedangkan tindak pidana pencucian uang
atas hasil tindak pidana asal (predicate crime) tersebut merupakan tindak pidana
ikutan (underlying crime).

Menurut Yunus Husein, dalam International Narcotics Control Strategy
Report (INCSR) yang dikeluarkan oleh Bureau for International Narcotics and
Law Enforcement Affairs, United States Department of State menyatakan
Indonesia ditempatkan ke dalam deretan major laundering countries di wilayah
Asia Pacific bersama dengan 53 negara antara lain seperti Australia, Kanada,
Cina, Cina Taipei, Hong Kong, India, Jepang, Macau Cina, Myanmar, Nauru,
Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, United Kingdom dan Amerika Serikat.
Predikat major laundering countries diberikan kepada negara-negara yang
lembaga dan sistem keuangannya dinilai terkontaminasi bisnis narkotika
internasional yang ditengarai melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar.

Sejarah perkembangan tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa
perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan
asal (predicate crime) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang.
Organized crime selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk
menyembunyikan, menyamarkan atau mengaburkan hasil bisnis haram itu agar
nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah. Selanjutnya, uang
hasil jual beli narkotika yang telah dicuci itu digunakan lagi untuk melakukan
kejahatan serupa atau mengembangkan kejahatan-kejahatan baru.

Pencucian uang (money laundering) pada umumnya berasal dari kegiatan-
kegiatan:

1. Uang hasil perdagangan obat bius/narkotika

2. Uang hasil manipulasi pajak.

3. Uang hasil kolusi yng dilakukan pejabat pemerintah tertentu Kketika
melakukan manipulasi dalam hal pembelian suatu keperluan pemerintah.

4. Uang hasil kolusi antara pejabat pemerintah dan pengusaha dalam
menanggani suatu proyek.

5. Uang hasil usaha tidak sah berupa monopoli yang dilakukan oleh pejabat
negara atau kroni-kroninya.

6. Uang hasil pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat negara.
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7. Uang hasil sitaan negara.

Umumnya di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, menurut suatu
perhitungan, terdapat sekitar 95% dari uang yang dicuci di sana adalah hasil dari
perdagangan narkotika. Fakta menunjukkan bahwa dari seluruh perdagangan
gelap di dunia, perdagangan gelap narkotika merupakan perdagangan gelap nomor
2 (dua) terbesar, setelah perdagangan gelap senjata.

Penjualan obat-obat terlarang atau narkotika disebut sebagai kejahatan asal
yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi
kejahatan asal (predicate crimes) dari tindak pidana pencucian uang tidak hanya
berasal dari penjualan obat-obat terlarang (drug trafficking), tetapi juga korupsi,
penebangan kayu tanpa izin (illegal logging), perdagangan senjata illegal,
pelacuran, perjudian, dan lain sebagainya. Mengungkap kasus tindak pidana
pencucian uang berarti harus juga mengungkap kejahatan asalnya. Kejahatan asal
ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) sebagai kejahatan yang
bersifat lintas negara (transnational crime), modusnya banyak dilakukan melintasi
batas-batas negara dan berdampak negatif pada sistem keuangan dan
perekonomian dunia secara keseluruhan. Di sisi lain oleh karena tindak pidana
pencucian uang (money laundering) berkaitan dengan kejahatan asal yang
dilakukan oleh Organized crime, maka berkembangnya tindak pidana pencucian
uang (money laundering) akan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya
berbagai tindak pidana pemicu pencucian uang, seperti korupsi, perdagangan
gelap narkotika dan illegal logging serta upaya untuk memeranginya.

Pencucian uang sepintas tampaknya tidak merugikan orang atau negara,
namun sebenarnya pencucian uang telah menimbulkan kerugian yang meluas,
tidak hanya di sektor ekonomi, tetapi juga di seluruh sektor kehidupan, mulai dari
rusaknya reputasi negara sampai meningkatnya jumlah kejahatan awal (predicate
crimes) dari tindak pidana pencucian uang. Selain itu tindak pidana pencucian
uang juga berpotensi untuk merongrong sektor keuangan sebagai akibat demikian
besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Lembaga keuangan
yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang merupakan hasil kejahatan dapat
menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini dapat terjadi, karena uang dalam jumlah
besar yang dicuci dan baru saja ditempatkan pada sebuah bank dapat secara tiba-
tiba menghilang dari bank tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena
pemiliknya melakukannya melalui transfer elektronik (wire transfer).

Aliran uang melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan oleh
para pencuci uang (money launderers) dimaksudkan untuk menopang operasi-
operasi mereka yang melanggar hukum dengan cara memberikan kepada para
pelaku kejahatan. Dana segar tersebut diperlukan untuk membiayai operasi
mereka dan untuk membeli lebih banyak barang-barang dan jasa-jasa yang
mereka pelukan. Apabila aliran uang yang kembali kepada para pelaku kejahatan
itu dapat diputuskan, maka organisasi kejahatan yang bersangkutan akan
bertambah lemah dan pada akhirnya akan mati. Hal ini berlaku terutama bagi
kelompok yang melakukan perdagangan obat-obatan terlarang, yang pada umunya
memperdagangkan obat-obatan terlarang itu secara konsinyasi.
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 dan kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,
semakin menunjukan komitmen dari pemerintah Indonesia dalam penanganan
tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Hal ini disebabkan semakin maraknya
tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan dan salah satunya adalah
pencucian uang dari hasil kejahatan peredaran gelap narkotika.

D. Pertimbangan Hukum Hakim Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil
Tindak Pidana Narkotika Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
250 K/PID.SUS/2018

Tindakan hakim mengembalikan aset hasil penjualan narkotika kepada
terdakwa adalah merupakan tindakan melukai hati rakyat, dan mencoreng nilai-
nilai yang selalu dijunjung Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas
Bandar narkotika dan memiskinannya. Namun hal ini tidak dibarengi dengan
sikap aparat penegak hukum lainnya dalam mengadili kasus ini.

Tentu hal ini juga ada aspek kewenangan hakim dalam menuntut suatu
perkara. Kemandirian hakim diuji di dalamnya. Kemandirian pengadilan adalah
adanya kemampuan pengadilan untuk mewujudkan keempat atribut hukum itu
dalam kenyataannya, di mana pengadilan memahami dirinya juga memahami
masyarakat dengan cara-cara yang memungkinkan peradilan mereproduksi diri
sendiri dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang masuk dalam yuridiksinya.
Penyelesaian suatu perkara atau sengketa dalam beracara di Pengadilan, para
hakim dan pejabat badan peradilan dalam menjalankan kewenangannya terdapat
rambu-rambu aturan hukum formal, maupun hukum materiil. Kekuasaan
peradilan dalam melaksanakan kewenangannya terikat pada aturan hukum
materiil dan hukum formil/ hukum acara sebagai dasar normatif dalam
menjalankan kebebasan kekuasaan peradilan dan atau kebebasan hakim dalam
proses peradilan.

Murtala juga diketahui memanfaatkan uang hasil bisnis narkoba itu untuk
“membeli aset berupa tanah, membangun SPBU dan berbagai harta lainnya. Pada
pengadilan tingkat pertama, Murtala didakwa didakwa melanggar Pasal 137 huruf
b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jaksa Penuntut
Umum menuntut Murtala dengan hukuman 20 tahun penjara, denda Rp.1 miliar
dan aset sebesar Rp. 144 miliar dirampas untuk negara. Namun, majelis hakim
memiliki keyakinan berbeda. Mereka memvonis Murtala selama 19 tahun dan
asetnya Rp. 144 miliar dirampas untuk negara. Murtala lalu mengajukan banding.
Upaya Murtala berhasil. PT Banda Aceh memangkas vonis Murtala menjadi 4
tahun penjara dan denda Rp. 1 miliar. Selain itu, seluruh aset milik Murtala
sebesar Rp. 142 miliar dikembalikan untuk Murtala.

Penulis berpendapat bahwa langkah yang diambil majelis hakim MA
nampaknya bertolak belakang dengan tindakan dan semangat BNN, di mana BNN
berupaya memiskinkan atau memelaratkan bandar narkoba, tapi putusan hakim
malah menguntungkan pelaku (sang bandar). Penulis menilai ada hal yang aneh
atau kontroversi dalam kasus ini, karena Murtala terbukti bersala, dan Murtala
Ilyas bila melakukan transaksi narkotika walaupun di balik terali besi di Lapas
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Nusakambangan. Begitu licik dan lihainya sang bandar memainkan bisnis ini, dan
orang-orang kepercayaan bisa bermain dengan petugas begitu juga sang bandar
ketika mendekam dipenjara.

Pelaku dalam kasus ini jelas melakukan TPPU dari kegiatan bisnis yang
dijalaninya yang dan mereka menerima keuntungan dari hasil kejahatan narkotika
dengan maksud agar harta kekayaan atau harta benda menjadi legal. Dan ini yang
patut diawasi oleh aparat penegak hukum, bagaimana para pelaku narkotika ini
mengelabui aparat penegak hukum dengan beberapa cara atau modus operandi.
Penulis berkeyakinan bahwa penerapan TPPU dalam perkara narkotika belum
efektif sebab tidak semua bandar narkotika dikenakan TPPU. Inilah yang harus
membuat jeli aparat penegak hukum, maka hal tersebut diperlukan suatu aturan
atau regulasi yang jelas dalam kaitannya dengan mewujudkan kepastian hukum
berdasarkan aspek pembuktian secara formil sehingga dapat terwujud tujuan
hukumnya berupa keadilan dan kemanfaatan hukum yang proporsional dan
seimbang.

Dilihat dari segi hukum hak asasi mansia, putusan terhadap pelaku harus
memenuhi rasa keadialan masyarakat, dan nilai-nilaii yang hidup dalam
masyarakat. Keadilan masyarakat tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, karena tindak
pidana pencucian uang hasil kejahatan penjualan narkotika yang sangat
meresahkan dan menganggu tatanan dalam masyarakat, dalam realita juga
didukung oleh masyarakat tertentu karena masih dianggap menguntungkan dari
segi ekonomi (bagi pihak pelaku), tatapi secara umum tindak pidana pencucian
uang hasil kejahatan harus diberantas. Apabila putusan hakim dirasakan kurang
adil dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka akan menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, dan pada akhirnya akan
menimbulkan kekacauan dan ketidakpastiaan, bahkan tidak menutupi
kemungkinan akan terjadi peradilan jalanan.

Penerapan sanksi pidana penjara dalam putusan perkara Nomor
250K/Pid.Sus/2018 belum memenuhi rasa keadilan, karena terdakwa Murtala
Ilyas bin llyas terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang dari
hasil transaksi narkotika, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara
maksimal mengingat kejahatan asal dari tindak pidana ini dapat merusak generasi
bangsa.

Perampasan aset sebesar Rp. 142 miliar yang dikembalikan ke bandar
narkotika Murtala Illyas bin |llyas, tentunya putusan Hakim MA No.
250K/Pid.Sus/2018 tersebut sudah sesuai dan berpedoman pada unsur yuridis,
mengingat aset tersebut diperoleh sebelum tempus delicti in casu pada tahun 2009
- 2016, maka barang bukti di maksud dikembalikan keterdakwa, dan sisanya disita
oleh negara karena terbukti secara sah merupakan hasil tindak pidana pencucian
uang sebagaimana dalam Pasal 101 ayat (1) dan (3) narkotika bahwa seluruh harta
kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana narkotika dan
prekursor narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana
narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk
kepentingan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika, dan upaya rehabilitas medis dan sosial.
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Proses penegakan dan pelaksanaan hukum pidana yang telah dilaksanakan
sebagaimana di atas, maka peranan hukum pidana tidak hanya berperan sebagai
sarana mengatur ketertiban masyarakat (social order) dalam rangka menciptakan
kebijakan sosial (social defence), dana baik secara preventif maupun refresif,
maka putusan hakim akan sesuai dengan tujuan kebijakan hukum pidana, yaitu
kesejahteraan masyarakat.

E. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada perkara Nomor 250
K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pengaturan tindak pidana pencucian uang pada Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 terkait dengan sanksi pidananya berupa penjara yaitu paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

2. Penerapan hukum tindak pidana pencucian uang kejahatan narkotika tdalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah didasarkan
pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan terdakwa
Murtala lIlyas Bin llyas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda
sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama (tiga)
bulan.

3. Pertimbangan hukum hakim mengembalikan asset terdakwa dalam putusan
Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah terkait penentuan
status barang bukti, karena barang bukti nomor 11, 12, 13 dan 14 diperoleh
dalam kurun waktu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 yaitu kurun
waktu sebelum tempus delicti tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, maka
barang bukti nomor 11, 12, 13 dan 14 haruslah dikembalikan kepada terdakwa
Murtala llyas.
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